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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN 

DAN PERIKANAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak 

pidana korupsi serta mencegah terjadinya praktek suap, 

perlu menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi 

yang efektif dan efisien serta transparan di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, perlu disesuaikan dengan 

perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ketentuan 

peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan 
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Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 5); 

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); 

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni 

meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, 

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, 

dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri 

maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 

elektronik. 

2. Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang 

dibangun untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

korupsi berupa Gratifikasi yang berhubungan dengan 

jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau 

tugasnya dan mengelola penerimaan dan pemberian 

Gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan 

transparan. 

3. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah 
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Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Non-PNS atau 

yang setara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) yang berdasarkan keputusan pejabat yang 

berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau 

ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan 

organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang 

menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang 

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor 

adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang 

menerima/menolak Gratifikasi yang menyampaikan 

laporan kepada komisi pemberantasan korupsi atau 

melalui unit pengendalian Gratifikasi. 

6. Keluarga Inti adalah unit terkecil dari masyarakat yang 

terdiri dari suami, istri, dan anak. 

7. Mitra Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan yang bersinergi dalam 

melaksanakan tugas dan/atau unit kerja yang 

menangani bidang kelautan dan perikanan di daerah. 

8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, korporasi, maupun 

instansi pemerintah lain yang menjalin kerja sama 

dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

9. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai 

atau Penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga 

memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap 

penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi 

kualitas keputusan dan/atau tindakannya. 

10. Kedinasan adalah kegiatan resmi Pegawai atau 

Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan 

tugas, fungsi, dan jabatannya. 

11. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat 

UPG adalah unit yang dibentuk pada tingkat 
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Kementerian, unit kerja eselon I, dan unit pelaksana 

teknis untuk melakukan fungsi Pengendalian Gratifikasi 

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

12. Aplikasi Gratifikasi Online yang selanjutnya disebut 

Aplikasi GOL adalah aplikasi pelaporan Gratifikasi daring 

berbasis web dan mobile yang dikembangkan oleh komisi 

pemberantasan korupsi untuk digunakan oleh 

kementerian/lembaga/badan usaha milik negara-

daerah/pemerintah daerah. 

13. Register Gratifikasi adalah data yang dikelola oleh UPG 

Kementerian berupa laporan Gratifikasi yang masuk, 

hasil reviu, dan putusan pemanfaatan objek Gratifikasi. 

14. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 

disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

15. Sponsorship adalah dukungan finansial atau materi 

pendukung kepada suatu organisasi, orang, atau 

aktivitas yang dipertukarkan dengan publisitas merek 

dalam suatu hubungan kerja sama. 

16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. 

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan: 

a. sebagai pedoman bagi Pegawai atau Penyelenggara 

Negara untuk memahami, mencegah, dan menangani 

Gratifikasi di lingkungan Kementerian; 

b. memberikan arah dan acuan bagi Pegawai atau 

Penyelenggara Negara mengenai pentingnya kepatuhan 


